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Abstrak

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam pola konsumsi media
masyarakat, termasuk dalam mengakses siaran langsung pertandingan sepak bola. Kemudahan akses internet dan penggunaan
berbagai platform digital memungkinkan masyarakat menikmati tayangan olahraga secara cepat dan praktis. Namun, di sisi
lain, perkembangan teknologi tersebut juga menimbulkan berbagai permasalahan hukum, salah satunya adalah maraknya
praktik streaming ilegal yang menyiarkan pertandingan sepak bola tanpa izin dari pemegang hak siar. Praktik ini tidak hanya
merugikan pihak yang memiliki hak ekonomi atas karya siaran, tetapi juga berpotensi mengurangi nilai komersial dari hak siar
yang telah diperoleh secara sah melalui perjanjian lisensi Hak siar pertandingan sepak bola merupakan bagian dari karya siaran
yang mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Perlindungan
tersebut diberikan untuk menjamin hak eksklusif para pencipta, pemegang hak cipta, dan lembaga penyiaran dalam
memperoleh manfaat ekonomi dari hasil karya yang mereka miliki. Meskipun demikian, masih banyak masyarakat yang
mengakses atau bahkan menyebarluaskan siaran pertandingan melalui platform ilegal karena berbagai faktor, seperti rendahnya
kesadaran hukum, kemudahan akses teknologi, serta keinginan memperoleh layanan secara gratis. Penelitian ini bertujuan
untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap ciptaan karya siaran sepak bola berdasarkan Undang-Undang Nomor
28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya praktik streaming ilegal
di wilayah Kota Tanjungpinang. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya penegakan hukum hak
cipta dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menghormati hak kekayaan intelektual, khususnya di
bidang penyiaran olahraga
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1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah membawa perubahan signifikan dalam cara
masyarakat mengakses berbagai bentuk karya intelektual, termasuk siaran olahraga seperti pertandingan sepak
bola. Melalui internet, masyarakat kini dapat dengan mudah menikmati siaran secara real-time melalui berbagai
platform digital. Namun, kemudahan ini juga diiringi dengan munculnya praktik streaming ilegal yang semakin
marak, terutama melalui situs-situs tidak resmi yang tidak memiliki izin dari pemegang hak cipta(Najiib et al.,
2026). Di Kota-kota besar tidak terkecuali di Tanjungpinang, praktik streaming ilegal terhadap siaran sepak bola
juga menjadi fenomena yang cukup mudah ditemukan. Banyak masyarakat yang mengakses siaran melalui
platform tidak resmi karena alasan kemudahan akses dan biaya yang lebih murah bahkan gratis. Hal ini tentu
merugikan pemegang hak siar resmi, baik secara ekonomi maupun dari segi penghargaan terhadap hak cipta.
Selain itu, lemahnya pengawasan serta kurangnya kesadaran hukum masyarakat turut memperparah kondisi
tersebut(Gerungan, 2026).

Karya siaran sepak bola adalah sebuah hasil sinematografi yang berbentuk gambar bergerak, dirancang untuk
tayang di media video, sehingga dapat ditampilkan di televisi dan berbagai platform lainnya (Erwan Effendi,
Rahayu Nian Ramadhani , Rahmad Safii, 2023). Di satu sisi, ada pihak lain yang mempunyai tanggung jawab agar
tidak melanggar hak-hak yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak terkait. Namun, dengan kemajuan
teknologi, pihak lain dengan mudah dapat melanggar hak-hak yang dimiliki oleh pemegang hak cipta dan hak
terkait, terlihat dari banyaknya pelanggaran yang berkaitan dengan penyiaran tayangan sepak bola secara ilegal.
Perlindungan hukum tidak hanya ditujukan untuk pemilik Hak Cipta saja, tetapi juga untuk pemegang lisensi hak
siar, yang telah memperoleh izin atau lisensi untuk menyiarkan tayangan sepak bola di seluruh Indonesia, setelah
melakukan pembayaran royalti terlebih dahulu kepada pemilik Hak Cipta atau pemegang lisensi hak siar
lainnya(Wardani, Lina, 2023). Hak cipta memberikan dukungan hukum yang vital bagi para pencipta untuk
mengontrol cara penggunaan dan penyebaran karya yang mereka buat, serta menciptakan hak eksklusif yang
memungkinkan mereka menentukan siapa yang boleh memanfaatkan karya tersebut dan dalam kondisi tertentu.
Seiring waktu, meskipun prinsip dasar hak cipta telah ada cukup lama dan diakui oleh banyak sistem hukum di

Perlindungan Hak Cipta Terhadap Siaran Sepak Bola Pada Praktik Streaming Ilegal Di Tanjungpinang
2102



https://journal.ilmudata.co.id/index.php/ijmst
mailto:1harryprayudha897@gmail.com
mailto:2ardhanamaharany@gmail.com
mailto:3bintangarum001@gmail.com
mailto:4selviabrkarokaro@gmail.com
mailto:5aniamonicasiraitselly@gmail.com

"Harry Prayudha Situmeang, >Ardana Maharani Manurung. *Bintang Arum Paradita, *Selvia Br. Karo-Karo,
3Selly Amonica Sirait
Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology Vol. 4 No. 2, 2026

berbagai belahan dunia, telah muncul tantangan baru yang signifikan, terutama di dunia digital yang kini menjadi
pusat interaksi sosial dan ekonomi(Wulandari, 2024). Di zaman di mana informasi bisa diakses dan dibagikan
dengan cepat melalui internet, platform e-media, serta aplikasi berbagi konten, masalah pelanggaran hak cipta
seperti plagiarisme, penggunaan tanpa izin, dan pembajakan semakin sering terjadi dan menjadi lebih rumit(Cristy
& Saly, 2023). Kondisi ini menunjukkan pentingnya pemahaman mendalam tentang bagaimana hukum hak cipta
dapat diterapkan secara efisien di dunia digital, serta berbagai tantangan yang dihadapi oleh para pencipta dalam
menjaga hak-hak mereka.

Pelanggaran hak cipta tidak hanya berdampak negatif secara finansial bagi pencipta, tetapi juga bisa mengurangi
motivasi untuk menciptakan karya baru, yang pada akhirnya dapat memengaruhi kemajuan budaya dan inovasi
dalam masyarakat(Erickson et al., 2024). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Reiga Rzyka Fathiya Toaji,
pelanggaran hak cipta dalam praktik streaming ilegal lebih banyak dikaji melalui pendekatan yuridis normatif
yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum secara umum. Penelitian
sebelumnya juga cenderung membahas situs streaming ilegal dalam lingkup nasional tanpa melihat praktik yang
terjadi secara langsung di masyarakat itu sendiri(Toaji, 2025). Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh
Febrian Pramana . banyak membahas perlindungan hukum bagi pemegang hak siar sepak bola terhadap tayangan
ilegal berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Penyiaran. Selain itu, penelitian kedua juga
lebih fokus pada sanksi hukum dan analisis putusan pengadilan terhadap pelaku pelanggaran hak siar. Sementara
itu, penelitian yang membahas praktik streaming ilegal siaran sepak bola secara langsung di masyarakat dengan
pendekatan yuridis empiris masih belum banyak ditemukan(Febrian Pramana, 2024).

Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan untuk memberikan kajian yang lebih konkret mengenai praktik streaming
ilegal siaran sepak bola berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan. penelitian mengenai praktik streaming ilegal
siaran sepak bola dengan pendekatan yuridis empiris, khususnya yang meneliti tingkat kesadaran hukum
masyarakat serta kendala penegakan hukum di Kota Tanjungpinang, masih sangat terbatas. Oleh karena itu,
penelitian ini dilakukan untuk mengisi kekosongan penelitian tersebut melalui kajian yang berfokus pada kondisi

nyata di lapangan.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yang menempatkan hukum
sebagai gejala sosial dan melihat bagaimana hukum tersebut bekerja di dalam kenyataan masyarakat (law in
action)(Muhaimin, 2020). Secara konseptual, penelitian ini mengombinasikan analisis hukum tertulis yang
terdapat di dalam buku (law in books)(Davis et al., 1997). dengan hukum yang senyatanya hidup di tengah
masyarakat (law in action). Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, dengan tujuan untuk memberikan gambaran
secara menyeluruh, sistematis, dan mendalam mengenai suatu fenomena hukum. Landasan yuridis penelitian ini
bertumpu pada analisis pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang
mengatur mengenai perlindungan hak ekonomi lembaga penyiaran. Selanjutnya, aspek empiris kualitatif
digunakan untuk membedah secara langsung praktik penayangan siaran sepak bola ilegal pada kedai-kedai kopi
di wilayah Tanjungpinang. Data primer yang dikumpulkan melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam
(in-depth interview) dengan para informan akan diuraikan secara kualitatif guna mengevaluasi kesenjangan antara
regulasi hak cipta normatif dengan kepatuhan hukum para pelaku usaha kedai kopi di lapangan.

3.1 Tinjauan Yuridis Konsep Hak Cipta, Orisinalitas Karya, dan Lisensi Penyiaran

Melalui Undang-Undang Hak Cipta yang dikeluarkan pada tahun 2002, yang sesuai dengan konsep dari Konvensi
Berne dan ditambah dengan undang-undang Hak Cipta tahun 2014, karya kreatif adalah setiap hasil karya yang
menunjukkan keaslian dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, atau sastra. Kriteria keaslian dibahas dalam konsep
orisinalitas. Selanjutnya, penting untuk memastikan bahwa ruang lingkup karya yang dilindungi hak cipta
mencakup ketiga bidang kreatif yang telah disebutkan sebelumnya. Dalam pengertian ini, ketentuan Pasal 12
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014(Sukadi, 2024). sebenarnya merujuk pada bidang kreatif dengan urutan
jenisnya berdasarkan bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra(Gresika,Ashana, 2023). Keahliannya mencakup
membuat buku, program komputer, materi promosi, presentasi, dan desain untuk berbagai karya yang diterbitkan
serta tulisan lainnya. Dia juga ahli dalam membuat wawancara, konferensi, pidato, dan karya sejenis lainnya.
Sisanya adalah bahan yang digunakan untuk tujuan pendidikan dan penelitian ilmiah. Karya kreatif di bidang seni
mencakup musik baik yang ada liriknya maupun yang tidak, teater dan drama, tari, koreografi, wayang, serta
pantomim. Ini juga termasuk semua jenis seni rupa, seperti gambar, tulisan indah, patung, ukiran, kolase, dan seni
yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari(Avadz et al., 2022). Sisanya mencakup karya-karya arsitektur, peta,
seni batik, fotografi, dan film. Karya sastra mencakup terjemahan, penafsiran, adaptasi, dan basis data. Dan tugas-
tugas lain yang muncul karena pengalihan pekerjaan. Jika pengelompokan benar-benar dipahami sebagai rincian
yang disusun berdasarkan bidang kreatif, maka bidang sastra tidak sepenuhnya dan jelas menggambarkannya.
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Misalnya saja pekerjaan penerjemahan. Namun, perlu diakui bahwa penerjemahan adalah salah satu bentuk karya

tulis. Karena tidak ada kategori yang jelas, karya-karya ini mungkin akan disebut sebagai tulisan, terlepas dari apa

yang ada di dalamnya(Agung et al., 2024). Masalahnya, Undang-Undang Hak Cipta 2002 tidak menentukan

kategori tertentu untuk karya tulis. Konvensi Berne mengelompokkan karya sastra dan seni. Ini lebih spesifik

diartikan sebagai tulisan, karya ilmiah, karya seni, atau bidang sastra, ilmu pengetahuan, dan seni. Apapun mode

atau formatnya ekspresinya. Dengan pemikiran dan alasan yang sama, jenis kreativitas lain seperti interpretasi,

adaptasi, antologi, dan database perlu dipertanyakan lagi tentang bagaimana mereka diklasifikasikan. Demikian

juga dengan pekerjaan-pekerjaan lain yang timbul akibat pelaksanaan. Untuk mengumumkan atau menggandakan

hak ciptaan, pihak lain harus menperoleh suatu izin dari pemegang hak cipta terkait dan pemberian izin tersebut

menyangkut perihal profit atas penyimpangan atau ilegal dari pemegang hak cipta pada hal yang dinamakan

lisensi(Nainggolanl et al., 2022). Pasal 1 angka 20 undang-undang Hak Cipta menyebutkan bahwa lisensi

merupakan izin tertulis pada implementasi hak ekonomi atas produk dengan suatu syarat tertentu yang diberikan

oleh pemilik hak terkait kepada pihak lain.

Pemberian lisensi ini diberikan berdasarkan perjanjian tertulis. Hal ini sesuai dengan Pasal 80 ayat (1) Undang-

Undang Hak Cipta. Menurut pendapat Malahayati (Malahayati., 2014), beliau mengatakan bahwa lisensi memiliki

beberapa unsur, yaitu:

1. Terdapat pemberian izin yang diberikan oleh pemilik cipta.

2. Pemberian dari hak dapat diwujudkan dalam suatu dari bentuk secara tertulis dari perjanjian.

3. Pada hal izin yang sudah diberikan dapat berupa dari memberikan hak untuk memanfaatkan dari keuntungan
komersial, namun sifatnya bukan pengalihan hak.

4. Pemberian izin dilakukan terkait pada hal hak yang terlindungi.

5. Pemberian izin terkait dengan periode dan pembatasan tertentu.

3.2 Implementasi dan Hambatan Penegakan Hukum oleh Kementerian Hukum di Tanjungpinang
Berdasarkan wawancara kami bersama perwakilan Kementerian Hukum, Nurul Shania, mereka menyatakan telah
melakukan tugas umum di bidang kekayaan intelektual lewat kegiatan sosialisasi, tetapi belum secara khusus
menargetkan masalah streaming ilegal siaran sepak bola di kedai kopi di Tanjungpinang. Saat ini, sosialisasi masih
lebih difokuskan pada perguruan tinggi, UMKM, dan hotel, sehingga masalah streaming ilegal di tempat usaha
seperti kedai kopi belum mendapatkan perhatian yang khusus. Kondisi ini menunjukkan bahwa ada perbedaan
antara jenis pelanggaran yang muncul di masyarakat dengan tujuan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah.
Dari segi norma hukum, praktik streaming ilegal sebenarnya sudah memiliki dasar untuk tindakan hukum dalam
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Ibu Nurul Shania menjelaskan bahwa hukuman yang
bisa diberikan sangat serius, yaitu penjara maksimal 10 tahun dan denda sampai Rp4 miliar, tergantung pada kasus
yang terjadi. Ini menunjukkan bahwa secara umum, perlindungan hukum untuk hak cipta sudah ada dan cukup
kuat. Namun, seberapa efektif norma tersebut sangat tergantung pada bagaimana penerapannya di lapangan,
terutama pada seberapa sadar masyarakat dan seberapa berani mereka untuk melapor.

Salah satu masalah utama dalam penegakan pelanggaran hak cipta adalah rendahnya pemahaman hukum di
kalangan masyarakat. Nurul Shania menjelaskan bahwa banyak orang belum menyadari bahwa memakai layanan
streaming ilegal adalah pelanggaran hak cipta. Sementara itu, ada juga yang mungkin sudah tahu, tetapi tetap
melakukannya karena alasan praktis. Selain itu, tindakan yang diambil akan menjadi sulit jika tidak ada keluhan
atau laporan resmi dari masyarakat. Dengan demikian, sistem penegakan hukum dalam kasus ini cenderung reaktif,
yaitu bergerak setelah ada laporan, bukan bersifat pencegahan dari awal. Dalam konteks pelaku usaha, penggunaan
streaming ilegal sering dianggap sebagai cara untuk menarik pelanggan tanpa perlu membayar biaya hak siar.
Pandangan ini mengungkapkan bahwa pelanggaran hak cipta tidak hanya terjadi karena kurangnya pengetahuan,
tetapi juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Untuk pemilik usaha kecil seperti kedai kopi, biaya untuk
berlangganan siaran resmi bisa terasa berat, jadi mereka lebih cenderung memilih opsi ilegal yang dianggap lebih
menguntungkan. Namun, tindakan seperti ini pada akhirnya merugikan pemilik hak dan mengurangi penghargaan
terhadap sistem hak cipta.

Kerja sama antara Kementerian Hukum dan aparat penegak hukum lainnya dinilai sudah berjalan cukup baik,
meskipun sampai wawancara ini dilakukan, belum ada laporan tentang streaming ilegal di Tanjungpinang. Artinya,
sistem kelembagaan sebenarnya sudah ada, tetapi belum berjalan dengan baik karena kurangnya laporan dan
pengawasan langsung. Dalam situasi ini, sosialisasi memiliki peran yang sangat penting agar masyarakat tidak
hanya tahu tentang larangan yang ada, tetapi juga mengerti konsekuensi hukum yang menyertainya. Secara umum,
hasil wawancara menunjukkan bahwa penegakan hak cipta untuk streaming ilegal di kedai kopi masih menghadapi
beberapa tantangan. Tantangan tersebut ada pada sosialisasi, kesadaran hukum, dan cara pelaporan yang ada. Oleh
karena itu, perluasan pendidikan hukum sangat penting bagi para pelaku usaha, terutama pemilik kedai kopi dan
UMKM, supaya perlindungan hak cipta tidak hanya tertera dalam aturan yang tertulis, tetapi juga dapat diterapkan
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secara efektif dalam kehidupan sehari-hari. Dengan meningkatkan upaya pencegahan melalui sosialisasi yang
lebih luas, kemungkinan terjadinya pelanggaran bisa ditekan sejak awal.

Tindakan yang diambil akan menjadi sulit jika tidak ada keluhan atau laporan resmi dari masyarakat. Dengan
demikian, sistem penegakan hukum dalam kasus ini cenderung reaktif, yaitu bergerak setelah ada laporan, bukan
bersifat pencegahan dari awal. Dalam konteks pelaku usaha, penggunaan streaming ilegal sering dianggap sebagai
cara untuk menarik pelanggan tanpa perlu membayar biaya hak siar. Pandangan ini mengungkapkan bahwa
pelanggaran hak cipta tidak hanya terjadi karena kurangnya pengetahuan, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor
ekonomi. Untuk pemilik usaha kecil seperti kedai kopi, biaya untuk berlangganan siaran resmi bisa terasa berat,
jadi mereka lebih cenderung memilih opsi ilegal yang dianggap lebih menguntungkan.
Namun, tindakan seperti ini pada akhirnya merugikan pemilik hak dan mengurangi penghargaan terhadap sistem
hak cipta. Kerja sama antara Kementerian Hukum dan aparat penegak hukum lainnya dinilai sudah berjalan cukup
baik, meskipun sampai wawancara ini dilakukan, belum ada laporan tentang streaming ilegal di Tanjung Pinang.
Artinya, sistem kelembagaan sebenarnya sudah ada, tetapi belum berjalan dengan baik karena kurangnya laporan
dan pengawasan langsung. Dalam situasi ini, sosialisasi memiliki peran yang sangat penting agar masyarakat tidak
hanya tahu tentang larangan yang ada, tetapi juga mengerti konsekuensi hukum yang menyertainya. Secara umum,
hasil wawancara menunjukkan bahwa penegakan hak cipta untuk streaming ilegal di kedai kopi masih menghadapi
beberapa tantangan. Tantangan tersebut ada pada sosialisasi, kesadaran hukum, dan cara pelaporan yang ada. Oleh
karena itu, perluasan pendidikan hukum sangat penting bagi para pelaku usaha, terutama pemilik kedai kopi dan
UMKM, supaya perlindungan hak cipta tidak hanya tertera dalam aturan yang tertulis, tetapi juga dapat diterapkan
secara efektif dalam kehidupan sehari-hari. Dengan meningkatkan upaya pencegahan melalui sosialisasi yang
lebih luas, kemungkinan terjadinya pelanggaran bisa ditekan sejak awal.

Praktik penyiaran sepak bola secara ilegal di Kota Tanjungpinang masih menjadi masalah yang sering dijumpai di
masyarakat, termasuk di warung kopi yang menampilkan pertandingan untuk menarik pelanggan. Menurut
informasi dari perwakilan Diskominfo Tanjungpinang, masalah ini bukan hanya disebabkan oleh tingginya biaya
berlangganan layanan resmi, tetapi juga karena rendahnya pemahaman masyarakat tentang perbedaan layanan
yang sah dan yang tidak. Banyak orang masih kurang menyadari bahwa tayangan sepak bola dilindungi hak cipta
dan hanya dapat ditayangkan melalui platform resmi yang sudah mendapatkan izin. Situasi ini menunjukkan
bahwa literasi digital dalam masyarakat perlu ditingkatkan, terutama dalam konteks penggunaan layanan digital
yang sesuai dengan hukum(Syafi, 2025). Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Praktik Streaming Sepak Bola
Ilegal di Tanjungpinang. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Kementerian Hukum, efektivitas penegakan
hukum terhadap praktik streaming sepak bola ilegal oleh pelaku usaha di Tanjungpinang dapat dikatakan belum
optimal, meskipun secara normatif telah tersedia perangkat hukum yang cukup kuat melalui Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Narasumber menyatakan bahwa hingga saat ini belum terdapat laporan
resmi mengenai pelanggaran hak cipta dalam bentuk streaming ilegal siaran sepak bola di Tanjungpinang sehingga
belum pernah dilakukan tindakan penegakan hukum secara langsung(Tumanggor, 2024).

Faktor-faktor yang memengaruhi seberapa efektif Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta diterapkan
tergantung pada permasalahan hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pemilik hak cipta, yaitu
pemegang hak cipta serta pemilik restoran atau kafe(Kalistasari & Gunawan, 2026). Teori yang dikutip oleh

Soerjono adalah teori yang diajukan oleh Lawrence M. Friedman dalam bukunya Law and Society(Lawrence,
1977) menyebutkan bahwa ada tiga faktor yang secara bersama-sama disebut efektivitas hukum, yang memiliki
pengaruh besar terhadap apakah sebuah undang-undang itu efektif atau tidak.

Terdapat kesenjangan yang terjadi antara hukum yang diharapkan (law in books) dan hukum yang berlaku dalam
praktik (law in action) dalam konteks banyaknya praktik ilegal streaming sepak bola di kedai kopi di Kota
Tanjungpinang adalah cerminan nyata dari masalah efektivitas hukum(Sariani, 2024). Untuk memahami secara
mendalam mengapa aturan yang memiliki sanksi berat justru kehilangan kekuatannya dalam realitas sosial, berikut
adalah analisis mendetail yang diuraikan secara sistematis berdasarkan lima faktor penegakan hukum yang
diidentifikasi oleh Soerjono Soekanto (Soekanto, 2011).

3.2.1 Faktor Hukumnya Sendiri (Substansi Hukum)

Jika kita melihat dan menganalisis dengan seksama dari sudut pandang regulasi yang tercatat dalam undang-
undang, materi serta isi hukum tentang perlindungan hak cipta dan hak terkait sebenarnya sudah ditetapkan dengan
jelas, terperinci, dan memiliki sanksi yang ketat. Pemerintah Indonesia telah menciptakan jaminan hukum yang
kuat bagi pemegang lisensi hak siar yang sah melalui diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
tentang Hak Cipta yang dikombinasikan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Aturan hukum yang ada secara tegas melarang penggunaan atau pemanfaatan karya populer termasuk materi siaran
olahraga untuk tujuan komersial tanpa adanya izin resmi atau lisensi yang sah, sesuai dengan Pasal 9 ayat (2).
Untuk menjaga citra hukum, negara juga telah menetapkan ancaman sanksi pidana yang sangat keras bagi siapa
saja yang melanggarnya. Sesuai dengan Pasal 113 ayat (3), pelaku pembajakan komersial dapat dikenakan
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hukuman penjara hingga 10 tahun dan/atau denda finansial yang sangat tinggi, yaitu maksimal Rp4. 000. 000.
000,00 (empat miliar rupiah).

Meskipun ada semangat kuat dalam teks sanksi tersebut, regulasi ini membawa suatu kelemahan signifikan yang
terletak pada formulasi aturannya. Kelemahan tersebut bisa ditemukan dalam Pasal 95 ayat (1), yang menyatakan
dengan jelas bahwa tindak pidana hak cipta merupakan delik aduan (klachtdelict). Karakteristik hukum yang pasif
ini menimbulkan konsekuensi hukum yang sangat besar di lapangan; aparat penegak hukum, baik dari kepolisian
maupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), tidak memiliki hak atau kewenangan untuk melakukan tindakan
proaktif, penggerebekan, atau penyelidikan tanpa adanya pengaduan resmi dari pihak korban, yaitu pemegang
lisensi siaran yang menderita kerugian. Karena dalam praktiknya, pemegang lisensi televisi berbayar atau platform
streaming yang sah jarang sekali melaporkan kedai kopi lokal secara langsung, maka sifat delik aduan ini menjadi
celah hukum yang signifikan. Ini berfungsi sebagai penghalang yang melemahkan efektivitas undang-undang hak
cipta sejak awal, terutama ketika diberlakukan di daerah seperti Kota Tanjungpinang.

3.2.2 Faktor Penegak Hukum (Struktur Hukum)

Karakteristik substansi hukum yang tergantung pada mekanisme pelaporan dari pihak korban ini berimbas
langsung pada performa, fleksibilitas, dan kapasitas dari aparat penegak hukum yang berada di dalam struktur
hukum Kota Tanjungpinang. Berdasarkan wawancara mendalam dan observasi yang dilakukan di lapangan,
tampak bahwa tindakan penegakan hukum yang bersifat represif atau respons tegas terhadap pelaku usaha kedai
kopi yang melanggar hak siar digital belum pernah tercatat ada di kota Tanjungpinang (Gede & Sucipta, 2023).
Lembaga atau instansi pemerintah terkait, seperti Kementerian Hukum, dilaporkan hanya mengedepankan aspek
yang bersifat preventif-edukatif, seperti penyelenggaraan agenda penyebaran informasi normatif dan sosialisasi
administratif saja. Di sisi lain, aparat penegak hukum dari kepolisian setempat juga tidak menunjukkan upaya
untuk menjadwalkan patroli siber secara berkala atau melakukan pengawasan khusus di tempat-tempat usaha yang
mengadakan acara nonton bareng.

Kondisi yang kurang aktif ini mencerminkan adanya disfungsi struktural yang nyata. Meskipun secara teoritis dan
tertulis terdapat jalur koordinasi ideal antara Kementerian Hukum, Kementerian Komunikasi dan Digital

(Komdigi), serta Pihak Kepolisian Republik Indonesia untuk mendeteksi, memantau, dan menindak berbagai
bentuk pelanggaran di ruang digital, kerja sama antar sektor ini nyatanya belum pernah diuji efektivitasnya secara
nyata di lapangan terkait penanganan kasus streaming sepak bola ilegal di Kota Tanjungpinang. Tidak adanya
pengaduan resmi dari pihak swasta pemilik hak cipta yang sampai ke meja penyidik kepolisian setempat membuat
seluruh sistem penegakan hukum yang terstruktur tersebut tetap berada dalam posisi non-aktif, pasif, dan defensif.
Tanpa adanya dorongan dari laporan tersebut, aparat di lapangan tidak memiliki insentif hukum atau keberanian
institusional untuk mengambil tindakan tegas dalam situasi nyata.

3.2.3 Faktor Sarana dan Infrastruktur Pendukung

Keberhasilan penerapan hukum di era sekarang, terutama yang berkaitan dengan kejahatan di dunia maya dan
sistem digital, sangat tergantung pada keberadaan infrastruktur serta alat pengawasan yang modern, canggih, dan
responsif. Mengingat cepatnya pelanggaran streaming ilegal yang terjadi di internet, dukungan infrastruktur
teknologi informasi yang terintegrasi menjadi sangat penting untuk dapat mendeteksi dan membuktikan
pelanggaran komersial berskala kecil di daerah. Sarana pendukung ini semestinya terdiri atas perangkat lunak yang
berfungsi sebagai pelacak siber, alat pengontrol jaringan yang bisa mendeteksi penggunaan alamat IP yang tidak
sah, serta kemampuan untuk menghentikan tautan ilegal secara langsung pada saat pertandingan sepak bola
berlangsung.
Namun, realitas di lapangan sering kali berseberangan dengan harapan karena sistem pengawasan siber besar yang
dioperasikan oleh pemerintah pusat tidak diterapkan secara merata dan tidak dapat berfungsi secara efektif untuk
mendukung penegakan hukum di area tertentu, seperti Kota Tanjungpinang. Ketiadaan fasilitas pemantauan siber
yang otomatis dan ramah pengguna membuat aparat penegak hukum setempat menghadapi banyak kesulitan teknis
dalam mendeteksi, mengidentifikasi, dan memetakan lokasi kedai kopi yang sedang melakukan pelanggaran hak
siar. Keterbatasan dalam hal perangkat teknologi dan infrastruktur digital ini tidak hanya menjadikan pengawasan
terhadap aktivitas internet di kedai kopi menjadi kurang efisien, tetapi juga menghambat pengumpulan alat bukti
digital yang sah untuk memenuhi standar pembuktian yang ketat di pengadilan.

Meski instrumen pengawasan otomatis dari pusat masih sangat terbatas di tingkat lokal, pemerintah daerah melalui
Dinas Komunikasi dan Informatika sebenarnya telah melakukan langkah mitigasi dengan menyediakan sarana
khusus bagi masyarakat yang dirugikan serta publik luas. Fasilitas pelayanan ini tersedia dalam bentuk platform
situs laporan publik yang dapat diakses sederhana oleh masyarakat lewat peramban Google Chrome pada tautan
resmi https://share.google/ygSy9EKZHOAuudvYI. Keberadaan situs laporan ini dimaksudkan sebagai sarana bagi
masyarakat yang menemukan praktik pelanggaran siber, khususnya yang berkaitan dengan streaming ilegal dan
judi online. Walaupun sarana digital ini sudah disediakan secara mandiri oleh Diskominfo untuk memenuhi
fasilitas hukum, efektivitasnya di lapangan sering kali terhambat oleh partisipasi masyarakat yang pasif. Jalur
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pelaporan ini kurang efektif karena sangat bergantung pada kesadaran masyarakat untuk melapor, sedangkan fakta
sosiologis di lapangan menunjukkan bahwa penduduk Tanjungpinang cenderung permisif dan enggan melaporkan
kedai kopi yang menyiarkan tayangan streaming sepak bola ilegal demi kenyamanan hiburan mereka sendiri.

3.2.4 Faktor Masyarakat

Rintangan dalam penerapan hukum dari sudut pandang aparat dan fasilitas semakin diperburuk oleh kondisi
sosiologis masyarakat setempat, yang terindikasi dengan rendahnya tingkat kesadaran hukum serta kepatuhan
terhadap hukum (Purnama Sidiq, Saptaning Ruju Paminto, 2025). Berdasarkan data kualitatif yang diperoleh,
program pendidikan dan sosialisasi hukum yang dilakukan oleh pihak berwenang seperti Kementerian Hukum
selama ini dianggap tidak tepat dan kurang menjangkau sasaran. Upaya sosialisasi yang dilaksanakan cenderung
berfokus pada isu-isu besar dan elit, yang hingga kini hanya menyasar lingkungan universitas dan pelaku usaha
mikro secara umum, seperti pengrajin atau bisnis kuliner rumahan. Hingga kini, tidak ada program pendidikan
hukum khusus yang terjadwal dan langsung menyasar para pemilik kedai kopi di Tanjungpinang untuk membahas
risiko hukum dan ilegalitas penggunaan tayangan streaming tanpa izin untuk kepentingan komersial.

Sebagai hasil dari kurangnya pendidikan yang terarah ini, terjadi situasi di mana pemahaman hukum yang minim
menyebar luas di kalangan pengusaha. Para pemilik kedai kopi umumnya tidak menyadari dan tidak memahami
bahwa menggunakan aplikasi video gratis yang mudah diakses lewat perangkat mereka untuk menayangkannya
kepada publik demi meraih keuntungan, adalah tindakan melanggar hukum yang merugikan hak ekonomi orang
lain. Lebih memprihatinkan lagi, ketidaktahuan dan pelanggaran hukum oleh pemilik kedai justru seringkali
mendapatkan pengertian dan dukungan yang signifikan dari masyarakat sebagai konsumen.

Hasil wawancara yang dilakukan di tempat menunjukkan suatu kenyataan sosiologis yang menarik dan sekaligus
penuh ironi: saat siaran streaming ilegal yang sedang berlangsung di kafe tiba-tiba terhenti karena gangguan teknis
atau pemblokiran, para pengunjung tidak langsung meninggalkan tempat atau menentang legalitas kafe tersebut.
Justru sebaliknya, mereka secara bersamaan dan aktif membantu pemilik kafe dengan mencari tautan alternatif
untuk siaran ilegal di internet melalui ponsel mereka agar acara menonton bersama dapat dilanjutkan. Perilaku
kolektif ini menjadi indikator yang jelas bahwa masyarakat kita cenderung bersikap lunak dan memilih untuk
mengabaikan nilai-nilai perlindungan hak kekayaan intelektual demi memenuhi kebutuhan hiburan dan
kenyamanan pribadi.

3.2.5 Faktor Kebudayaan

Pada bagian akhir dari seluruh analisis ini, semua tantangan, kendala, dan hambatan yang dihadapi oleh keempat
faktor sebelumnya pada akhirnya bergabung dan membentuk bagian dari faktor kebudayaan masyarakat serta
strategi bisnis yang dianggap wajar. Menyaksikan pertandingan sepak bola secara bersama-sama, yang dikenal
dengan istilah "nobar" di kafe, telah mengalami perubahan fungsi; kegiatan ini tidak lagi dilihat sebagai sekadar
aktivitas hiburan musiman, namun telah bertransformasi menjadi kebiasaan sosial yang mapan dan menjadi bagian
penting dari identitas budaya urban di Tanjungpinang. Kebiasaan menonton bersama ini kini dikelola dengan
sangat terstruktur dan profesional oleh manajemen kafe. Ini dibuktikan dengan adanya sistem pemesanan tempat
jauh-jauh hari serta penataan kerja karyawan untuk memastikan kelancaran pelayanan dan kenyamanan para
pelanggan.

Kebiasaan sosial yang telah meresap ini menjadi benteng yang sulit ditembus oleh hukum, didorong oleh kekuatan
rasionalitas pragmatisme ekonomi yang besar. Penelitian lapangan menunjukkan kesenjangan pendapatan yang
mencolok bagi keberlangsungan bisnis kafe, Pendapatan Rutin (Tanpa Pertandingan): Rata-rata pendapatan yang
diperoleh kafe hanya sekitar Rp500. 000,00 per hari. Sedangkan pendapatan Saat Pertandingan Besar Pendapatan
kafe meningkat secara signifikan, mencapai sekitar Rp6. 000. 000,00 dalam satu malam.

Melalui perbandingan data finansial yang sangat berbeda ini, para pelaku usaha dihadapkan pada suatu pilihan
rasional. Ketika mereka melihat keuntungan finansial yang melimpah di satu sisi, sementara di sisi lain risiko
penegakan hukum dianggap hampir tidak ada disebabkan oleh pasifnya aparat yang mengawasi dan sedikitnya
pengawasan teknologi maka mengambil langkah melanggar hukum dengan menayangkan siaran ilegal dianggap
sebagai pilihan bisnis yang rasional, menguntungkan, dan seharusnya diambil. Kebiasaan menggunakan layanan
streaming sepak bola ilegal di kafe akhirnya mengalami penerimaan massal dan berubah menjadi budaya ekonomi
yang diterima oleh masyarakat. Budaya yang berlandaskan pada pragmatisme finansial dan kenyamanan sosial ini
secara efektif melemahkan kekuatan pengaturan serta efektivitas penegakan Undang-Undang Hak Cipta di Kota
Tanjungpinang.

3.3 Peran dan Keterbatasan Wewenang Diskominfo Kota Tanjungpinang

Melalui hasil wawancara kami dengan pihak Diskominfo perwakilan mereka Muhammad Topik Hidayat
menyatakan faktor-faktor yang memicu tingginya penggunaan streaming ilegal di masyarakat Tanjungpinang
dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling terkait, seperti rendahnya tingkat pemahaman digital dan kesadaran
hukum masyarakat, mudahnya akses ke situs-situs streaming ilegal, rendahnya pemahaman mengenai bahayanya
risiko keamanan siber, serta masih minimnya upaya edukasi terhadap masyarakat mengenai hal tersebut. Hasil
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wawancara dengan Diskominfo menunjukkan bahwa salah satu penyebab utama masyarakat menggunakan
layanan streaming yang tidak resmi adalah rendahnya tingkat literasi digital dan kesadaran hukum masyarakat.
Faktor ini membuat mereka tidak memahami dampak hukum atau risiko yang bisa terjadi jika menggunakan
layanan ilegal, meskipun biaya langganan platform resmi dianggap mahal. Diskominfo merasa bahwa masih
banyak orang yang belum tahu perbedaan antara layanan streaming yang sah dan yang tidak sah. Beberapa orang
ternyata tidak tahu adanya platform resmi yang berwenang untuk menampilkan konten tertentu.

Temuan ini sesuai dengan hasil wawancara Kementerian Hukum yang menjelaskan bahwa penggunaan dan
penyebaran konten melalui situs yang tidak resmi merupakan pelanggaran terhadap hak cipta, karena dilakukan
tanpa mendapatkan izin dari orang yang menciptakan atau yang memiliki hak atas karya tersebut. Pelanggaran itu
tidak hanya merugikan pemilik hak cipta secara ekonomi, tetapi juga membuat masyarakat semakin kurang
menghargai karya-karya intelektual.

Pendapat itu didukung oleh penelitian yang menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran masyarakat tentang hukum
adalah salah satu penyebab utama banyaknya orang menggunakan layanan streaming yang tidak sah, meskipun
ada layanan sah yang menawarkan konten yang sama. Banyak orang tidak tahu bahwa menonton atau mengakses
konten lewat situs yang tidak resmi justru merugikan hak ekonomi pencipta dan pemilik hak cipta. Dengan
demikian, bisa disimpulkan bahwa tingkat literasi digital yang rendah dan kurangnya kesadaran hukum menjadi
faktor utama yang mendorong masyarakat Tanjungpinang menggunakan layanan streaming secara ilegal.
Kemudahan akses dan anggapan bahwa layanan gratis lebih praktis. Selain faktor literasi, Diskominfo juga menilai
bahwa masyarakat lebih memilih situs streaming ilegal karena lebih mudah diakses dan tidak membutuhkan biaya
berlangganan. Banyak situs yang tidak resmi menawarkan berbagai tipe film, serial, atau pertandingan olahraga
secara gratis, sechingga bagi pengguna terasa lebih mudah dan praktis. Oleh karena itu, kemudahan dalam
mengakses dan keyakinan bahwa layanan gratis lebih menguntungkan menjadi hal yang memperkuat penggunaan
streaming ilegal di Tanjungpinang.

Kesadaran masyarakat terhadap risiko keamanan siber masih rendah, terutama mengenai bahaya yang terjadi
akibat penggunaan situs web ilegal, seperti yang diungkapkan dalam wawancara dengan Diskominfo. Banyak
orang yang mengakses situs streaming tidak resmi tanpa tahu bahaya yang bisa terjadi, seperti virus, penipuan
online, pencurian data pribadi, hingga penggunaan informasi pengguna secara tidak benar. Diskominfo
menjelaskan bahwa mereka sudah melakukan upaya mengedukasi masyarakat dengan menyebarluaskan flyer,
infografis, dan informasi melalui media resmi tentang bahaya menggunakan situs web yang tidak sah. Namun,
penerapan sosialisasi langsung kepada masyarakat masih kurang luas, sehingga tingkat pemahaman masyarakat
belum cukup baik.

Penelitian tentang layanan streaming ilegal juga menunjukkan bahwa situs-situs yang tidak sah sering kali
digunakan sebagai sarana untuk menyebarkan iklan berbahaya, mengumpulkan data pengguna, melakukan
penipuan online, serta menyebarluaskan malware yang bisa merugikan penggunan (Ahmad khoirudin, Leliya,
Zainul Alim, 2022). Karena itu, kurangnya pemahaman masyarakat tentang bahaya keamanan siber menjadi salah
satu alasan mengapa penggunaan streaming tidak resmi masih banyak terjadi. Hasil wawancara menunjukkan
bahwa Diskominfo tidak memandang kualitas jaringan internet atau masalah teknis sebagai penyebab utama
masyarakat menggunakan layanan streaming secara ilegal. Masalah-masalah lebih banyak terjadi karena kebiasaan
masyarakat dalam memperoleh konten digital. Masyarakat yang sudah terbiasa menggunakan situs yang tidak sah
biasanya merasa bahwa hal itu adalah hal yang biasa. Kebiasaan ini muncul karena akses yang mudah, gratis, dan
kurangnya pemahaman tentang akibat hukum serta dampak ekonomi yang bisa terjadi.

Seperti berita yang kami analisis dari situs Elshinta.com, berita tersebut berisikan Peran media penyiaran publik
dalam menyambut perhelatan Piala Dunia 2026 terlihat melalui berbagai program yang disiapkan oleh Radio
Republik Indonesia (RRI) Tanjungpinang. RRI tidak hanya berfokus pada penyiaran pertandingan, tetapi juga
menghadirkan konten edukatif dan inovatif yang bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai
olahraga sepak bola. Melalui kanal Pro 1, Pro 2, dan Pro 4, masyarakat dapat mengikuti jalannya pertandingan
sekaligus memperoleh informasi mengenai sejarah Piala Dunia (el.shinta.com, 2026), perkembangan turnamen,
serta berbagai istilah yang umum digunakan dalam sepak bola.

Strategi penyiaran yang dilakukan menunjukkan bahwa media publik memiliki fungsi edukasi selain fungsi
hiburan. Pendekatan ini memungkinkan masyarakat memperoleh pengalaman yang lebih komprehensif dalam
menikmati ajang olahraga internasional. Selain itu, pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (Artificial
Intelligence/Al) dalam program tebak skor menjadi bentuk inovasi yang meningkatkan interaksi antara penyiar
dan pendengar. Kehadiran Al tidak hanya menambah unsur hiburan, tetapi juga memperlihatkan adaptasi media
penyiaran terhadap perkembangan teknologi digital.

Kolaborasi antara RRI dan TVRI dalam penyelenggaraan siaran serta rencana kegiatan nonton bareng (nobar)
menunjukkan pentingnya sinergi antar lembaga penyiaran publik dalam menyediakan akses informasi dan hiburan
yang merata bagi masyarakat. Upaya tersebut dinilai mampu memperkuat keterlibatan masyarakat dalam
mengikuti Piala Dunia 2026, khususnya di wilayah Kepulauan Riau.
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Di sisi lain, penyelenggaraan Piala Dunia juga diperkirakan memberikan dampak ekonomi positif bagi masyarakat.
Meningkatnya minat terhadap atribut sepak bola, seperti jersey tim nasional peserta Piala Dunia, berpotensi
mendorong peningkatan aktivitas ekonomi dan penjualan produk terkait olahraga. Dengan demikian, Piala Dunia
tidak hanya menjadi ajang hiburan global, tetapi juga mampu menciptakan peluang ekonomi bagi pelaku usaha
lokal.

Secara keseluruhan, program yang disiapkan RRI Tanjungpinang menunjukkan bagaimana media penyiaran
publik dapat menggabungkan fungsi informasi, edukasi, hiburan, dan inovasi teknologi untuk meningkatkan
partisipasi masyarakat dalam menyambut Piala Dunia 2026. Kehadiran berbagai program tersebut diharapkan
mampu memperluas pengetahuan masyarakat sekaligus memperkuat antusiasme terhadap salah satu ajang
olahraga terbesar di dunia.

Kementerian Hukum menjelaskan bahwa tindakan streaming secara ilegal adalah pelanggaran terhadap hak cipta
yang bisa merugikan pencipta, pemilik hak cipta, industri kreatif, dan pemerintah karena mengurangi pendapatan
yang seharusnya diperoleh secara legal(Nurdiyanti & Prastyanti, 2025). Di samping kurangnya pemahaman
hukum, kemudahan akses ke situs streaming ilegal juga menjadi alasan mengapa orang tetap menggunakannya.
Situs ilegal biasanya dapat diakses tanpa biaya dan gampang ditemukan di internet maupun media sosial. Akses
yang mudah ini membuat sebagian masyarakat memilih alternatif ilegal tanpa memikirkan konsekuensi hukum
atau risiko keamanan digital yang mungkin muncul. Dalam wawancara yang dilakukan, terungkap bahwa
masyarakat sering kali fokus pada kemudahan dan biaya yang murah, sehingga aspek legalitas menjadi hal yang
kurang diperhatikan.

Diskominfo juga menekankan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap risiko keamanan siber yang ditimbulkan
oleh situs streaming ilegal. Banyak pengguna tidak menyadari bahwa situs tersebut berpotensi menjadi sarana
malware, penipuan, atau pencurian data pribadi. Risiko ini dapat merugikan pengguna secara langsung, baik
melalui pencurian akun, kebocoran informasi pribadi, maupun kerusakan pada perangkat elektronik yang
digunakan. Sebagai upaya pencegahan, Diskominfo telah melaksanakan edukasi melalui penyebaran pamflet,
infografis, serta informasi di media resmi mengenai bahaya situs ilegal dan pentingnya perlindungan terhadap data
pribadi.

Dalam ranah perlindungan hak cipta, praktik streaming yang tidak sah jelas merugikan pemegang hak siar serta
ekosistem industri kreatif. Para pemegang hak cipta telah mengeluarkan sejumlah besar dana untuk memperoleh
hak lisensi resmi siaran pertandingan sepak bola. Namun, keberadaan situs yang tidak sah memungkinkan
distribusi siaran berjalan tanpa izin, sehingga mengakibatkan kerugian finansial. Oleh karena itu, pentingnya
penggunaan platform yang sah sebagai bentuk penghormatan terhadap hak cipta serta dukungan terhadap
keberlanjutan industri kreatif dan penyiaran olahraga menjadi sangat relevan.

Menurut hasil wawancara, Diskominfo berpendapat bahwa pendekatan melalui edukasi dianggap lebih efektif
daripada hanya melakukan penindakan. Masyarakat perlu diberikan penjelasan mengenai konsekuensi negatif dari
streaming ilegal, baik dari perspektif hukum, keamanan digital, maupun kerugian yang dialami oleh pemegang
hak cipta. Dengan meningkatnya kesadaran di kalangan masyarakat, diharapkan penggunaan layanan yang legal
dapat menjadi kebiasaan baru yang lebih aman dan bertanggung jawab. Strategi edukasi dianggap lebih sesuai
karena masalah utama terletak pada rendahnya pemahaman digital di masyarakat.

Di sisi lain, Diskominfo di tingkat daerah menghadapi keterbatasan dalam hal kewenangan melakukan penindakan
langsung terhadap situs ilegal atau pelaku yang menggunakan layanan tersebut. Kewenangan untuk memblokir
situs berada di tangan pemerintah pusat melalui sistem seperti DNS Positif dan layanan Aduan Konten. Oleh sebab
itu, fokus peran Diskominfo daerah lebih kepada sosialisasi, memberikan imbauan, dan menyebarkan informasi
kepada masyarakat mengenai cara menggunakan internet dengan aman dan legal. Penanganan pelanggaran hak
cipta sendiri berada di ranah aparat penegak hukum dan instansi terkait lainnya (Gayatri et al., 2022).

Dari sudut pandang efektivitas dalam penegakan hukum, wawancara menunjukkan bahwa praktik ilegal dalam
streaming masih terus terjadi karena keuntungan ekonomis yang dirasakan lebih tinggi daripada risiko hukum
yang dihadapi. Ini menunjukkan bahwa penegakan hukum mengenai pelanggaran hak siar di Tanjungpinang belum
berjalan dengan baik. Meskipun sudah ada regulasi yang mengatur perlindungan hak cipta serta hak siar,
pelaksanaannya masih terhambat oleh kesadaran hukum yang rendah, terbatasnya pengawasan, dan kurangnya
tindakan tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha.

Dalam praktiknya, narasumber mengatakan bahwa streaming pertandingan biasanya dilakukan lewat aplikasi
video yang bisa diakses secara gratis. Saat tayangan tidak bisa dibuka, pelanggan juga ikut membantu mencari
sumber siaran lain supaya pertandingan tetap bisa ditonton bersama. Fakta ini menunjukkan bahwa kegiatan
streaming ilegal tidak hanya melibatkan pemilik usaha, tetapi juga didukung oleh konsumen yang ingin menikmati
pertandingan tanpa harus membayar untuk layanan resmi. Keadaan ini menunjukkan bahwa masyarakat masih
kurang sadar akan pentingnya legalitas hak siar dan hak cipta dalam penyiaran olahraga. Selain itu, dari hasil
wawancara, diketahui bahwa aktivitas streaming sepak bola sudah menjadi bagian dari identitas kedai ini sejak
awal berdirinya, baik di lokasi yang sekarang maupun di lokasi sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa
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kebiasaan menonton pertandingan sepak bola bersama di kedai kopi sudah ada sejak lama dan menjadi salah satu
cara untuk menjaga kesetiaan pelanggan.

Dari pembahasan itu, kita bisa mengerti bahwa praktik streaming sepak bola ilegal di warung kopi memiliki dua
sisi yang bertentangan satu sama lain. Kegiatan ini memberikan keuntungan ekonomi yang baik bagi para pelaku
usaha karena dapat meningkatkan pendapatan dan jumlah pengunjung. Namun, di sisi lain, praktik ini masih
melanggar hak cipta dan hak siar karena menggunakan tayangan tanpa izin resmi dari pemegang lisensi. Karena
itu, penting untuk meningkatkan pemahaman hukum bagi para pelaku usaha dan masyarakat agar penggunaan
tayangan olahraga bisa dilakukan dengan cara yang sah tanpa merugikan pihak yang memiliki hak
siar(Anisataqiyyah, 2024).

4. Kesimpulan

Konsep hak cipta dalam hukum Indonesia, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014,
menegaskan bahwa perlindungan diberikan kepada setiap karya yang memiliki unsur orisinalitas di bidang ilmu
pengetahuan, seni, dan sastra. Orisinalitas menjadi syarat utama agar suatu karya dapat diakui sebagai ciptaan yang
dilindungi, meskipun pengelompokan jenis karya dalam praktiknya masih menimbulkan ketidakjelasan, terutama
pada karya turunan seperti terjemahan, adaptasi, dan basis data yang sulit diklasifikasikan secara tegas dalam satu
bidang tertentu. Selain itu, lisensi berperan penting sebagai mekanisme hukum yang memungkinkan pihak lain
memanfaatkan hak ekonomi atas suatu ciptaan tanpa mengalihkan kepemilikan hak tersebut. Lisensi harus
diberikan melalui perjanjian tertulis, dengan ketentuan yang jelas mengenai ruang lingkup, jangka waktu, dan
batasan penggunaannya. Dengan demikian, lisensi menjadi instrumen yang menjaga keseimbangan antara
perlindungan hak pencipta dan pemanfaatan karya secara legal oleh pihak lain.

Secara resmi, perlindungan hak cipta di Indonesia sudah sangat baik berkat Undang-Undang No. 28 tahun 2014
dan Undang-Undang ITE yang memberikan sanksi hukuman penjara paling lama 10 tahun serta denda sampai
dengan empat miliar rupiah Namun, penerapan hukum terhadap aktivitas streaming sepak bola secara ilegal di
kedai kopi Tanjungpinang masih kurang memadai karena belum ada laporan resmi dan belum ada tindakan hukum
yang langsung dilakukan oleh Kementerian Hukum atau pihak setempat. Hambatan utama adalah tindak pidana
hak cipta yang bersifat delik aduan, sehingga pihak penegak hukum tidak dapat bertindak lebih dulu tanpa ada
laporan resmi. Pemegang lisensi jarang melaporkan warung kopi, sehingga menciptakan celah hukum yang
membuat undang-undang kurang efektif. Koordinasi antara Kementerian Hukum, Kominfo, dan Kepolisian masih
belum diuji keberhasilannya di lapangan dalam menangani kasus ini. Kurangnya sarana pengawasan siber di
tingkat daerah membuat pihak berwenang kesulitan dalam mengidentifikasi kedai kopi yang melanggar aturan.
Jalur pelaporan yang ada kurang efektif karena masyarakat biasanya tidak terlalu keras dan malas melaporkan.
Selain itu, program sosialisasi kurang tepat sasaran karena tidak memfokuskan pada pemilik kedai kopi secara
khusus. Kurangnya pemahaman tentang hukum membuat pemilik warung tidak tahu bahwa menampilkan
streaming yang tidak sah untuk mencari untung itu melanggar aturan. Konsumen juga tetap mendukung dengan
mencari tautan lainnya ketika siaran terhenti. Tradisi nobar sudah menjadi bagian dari budaya ekonomi yang
berlandaskan pada kebutuhan finansial, di mana pendapatan dari kafe naik tajam ketika ada pertandingan besar.
Dengan keuntungan yang besar dan risiko hukum yang sangat kecil, melanggar hukum dianggap sebagai pilihan
bisnis yang masuk akal, sehingga membuat hukum hak cipta di Tanjungpinang kurang efektif.
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